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KABUPATEN BAKITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalarn
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan. Daerah, maka
barang milik Daerah perlu dikelola secara: icrtio agar dapat
dimAanfaatkan secara  optimal dalam  rangka  mendukung
penyelenggaraan Otonomi Daerah;

bahwa dalam rangka pengamanan barang milik daerah, perlu dilakukan
pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional; :

bahwa ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Sciatan
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Barito Selatan dipandang perlu dilakukan perubahan guna
memenuhi ketentuan 'Perundang-undangan di bidang pengelolaan
keuangan daerah;

hahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan ¢ di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -

Tingkat 1l di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia

Nomor 1820 );

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pzraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043); ' v

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok:
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesja Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 199¢ ‘entang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang ' Pokol-poick

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1999°

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentrng Penyelenggara
Negalra yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1839 Nomor 7%,

rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Memor 3815); -
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor { Tahun 2004 Tentang: Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); -

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 fentang Mejelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); | :

10. Peraturan Pemierintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan

Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia, Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1967);

"41. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang' Rumah Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna

Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak-Pakai atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4023);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan

,Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 'tenta'ng_ Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
474.); :

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tia}nténg Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503 ); 3



Pasal 46

) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud da[zi‘_m Pasal 44
dilakukan oleh masing-masing SKPD berdasarkan DPA-SKPD. '

) B:aya yang dtperlul-'an bagi pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) pasal ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemcliharaan Barang Daerah

(DKPBD).-
8

- -

oy i .. Pasalll
eraturart-"'Daerah ini mulai beriéku pada tan_ggal diundangkan.

gar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

angan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

= Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 15 Okteber 2010.

Diundangkan di Buntok

£, 2010.

Pada tanggal 15 okte
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